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mendasarkan Pasal 1131 BW dan Pasal 1136 BW, dengan pengecualian
terhadap harta kekayaan yayasan yang berasal dari atau dalam bentuk
wakaf. Berdasarkan hukum Islam, kekayaan yayasan yang berupa harta
wakaf tersebut tidak dapat dilikuidasi. Hal ini disebabkan harta wakaf
adalah benda di luar perdagangan (res extra commercium) yang tidak dapat
dijadikan objek jaminan dan oleh karena itu tidak dapat disita atau
dieksekusi.”” Dengan demikian, harta wakaf tersebut dapat diberikan
kepada yayasan yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan
yayasan dalam likuidasi untuk mengetahui kesamaan maksud dan tujuan
yayasan yang akan digabung, tentunya harus dilihat Akta Pendirian atau
Anggaran Dasar Yayasan yang akan diberikan wakaf tersebut oleh Pembina
Yayasan dalam likuidasi atau harta wakaf tersebut dilaksanakan untuk dan
kegiatan yayasan dalam likuidasi.

Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan
pemberesan kekayaan yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5
(lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan dan untuk hasil likuidasi
paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya
likuidasi wajib mengumumkan pembubaran yayasan dan proses
likuidasinya dicantumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian satu di
antaranya berperedaran nasional. Berakhirnya proses likuidasi yayasan, jika
neraca akhir likuidasi telah disetujui menteri dan rapat yayasan telah
menerima pertanggung jawaban likuidator.

Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal
berakhirnya proses likuidasi, maka likuidator atau kurator wajib
melaporkan pembubaran kepada pembina. Jika hal ini tidak dilakukan,
maka bubarnya yayasan tidak berlaku bagi kepentingan pihak ketiga.

Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang
mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang bubar.
Jika tidak diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan
tujuan yang sama, maka sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada negara
dan penggunaanya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan
tersebut. Mekanisme penyerahan sisa kekayaan hasil likuidasi yayasan
kepada negara adalah melalui Menteri Keuangan sebagai pejabat yang
bertanggung jawab di bidang keuangan negara dan Menteri Keuangan akan
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sebagaimana dikutip oleh Fred B.G. Tumbuan.



menggunakan sisa hasil likuidasi sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan
yang dilikuidasi.

Alasan dan cara pembubaran yayasan di Belanda hampir sama dengan
di Indonesia. Menurut Pasal 300 NBW, yayasan dapat dibubarkan:

1. Dalam hal ditentukan oleh anggaran dasar;

2. Jika yayasan nyata dalam keadaan insolvensi, setelah dinyatakan

pailit, atau jika kepailitan ditiadakan karena keadaan boedelnya;

3. Oleh hakim dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang.

Pengadilan pun dapat membubarkan yayasan dalam hal:

a. Apabila anggaran dasarnya bertentangan dengan ketentuan,
bahwa kepada para pendiri tidak dapat diberikan pembayaran
uang.

b. Apabila keuangan yayasan tidak mencukupi lagi untuk
merealisasikan tujuannya, dan tidak dapat dikumpulkan uang
dalam jangka waktu pendek dengan salah satu jalan yang sah.

c. Jika tujuan yayasan telah tercapai atau tidak dicapai lagi.

Pembubaran oleh pengadilan dapat dilakukan atas permohonan
setiap pihak yang berkepentingan atau tuntutan kejaksaan, maupun secara
jabatan oleh pengadilan yang terjadi bersamaan dengan penolakan atas
tuntutan perubahan anggaran dasar. Pembubaran yayasan harus didaftarkan
dalam register yang disediakan di kantor Kamer van Koophandel.

Penyelesaian pembubaran ini dilakukan oleh pihak-pihak yang
disesuaikan dengan faktor-faktor yang menyebabkan yayasan itu bubar.
Jika yayasan itu bubar karena sesuai oleh mereka yang dibebani dengan
penyelenggaraan penyelesaian.

Apabila yayasan itu bubar karena insolvensi, setelah yayasan
tersebut dinyatakan pailit, atau dengan pencabutan kepailitan karena
keadaan boedel, maka penyelesaiannya diserahkan kepada kurator.
Sedangkan jika pembubaran itu terjadi karena putusan hakim, maka
penyelesaiannya diserahkan kepada panitera dewan majelis yang terakhir
memeriksa perkara. Pihak yang berkeberatan terhadap pembubaran yayasan
dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

3. Tujuan dan Kegiatan Yayasan

Di Hindia Belanda, pernah dibuat undang-undang dengan staatsblad
1927-156 tentang  Regeling van de  Rechtspositie der
Rechtsgenootschappen, yang menentukan bahwa gereja (kerken) atau
kerkgnootschappen adalah juga badan hukum yang mempunyai maksud
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dan tujuan yang sama dengan yayasan, yakni memiliki tujuan idiil, khusus
di bidang keagamaan.” Berkaitan dengan tujuan yayasan, di Indonesia
terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung dimana sebelum berlakunya
UUY menjadi acuan bagi yayasan untuk penentuan tujuan yayasan.
Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8
Juli 1975 No. 476/K/Sip/1975, pertimbangan Pengadilan Negeri yang
dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, bahwa perubahan
wakaf Al Is Af menjadi Yayasan Al Is Af dapat saja karena dalam hal ini
tujuan dan maksudnya tetap, ialah untuk membantu keluarga terutama
keturunan almarhum Almuhsin bin Abubakar Alatas. Dari putusan
Mahkamah Agung tersebut jelas bahwa yayasan mempunyai tujuan untuk
“membantu”. Perkataan “membantu” ini diinterpretasikan sebagai suatu
kegiatan sosial. Adapun bantuan yang diberikan tersebut dapat hanya
ditujukan kepada pihak tertentu saja, yakni dalam hal ini terutama kepada
keturunan almarhum Almuhsin bin Abubakar Alatas.

Dengan berlakunya UUY, maka maksud dan tujuan yayasan di
Indonesia harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan

kemanusiaan (lihat Pasal 1 angka 1 UUY).

2. Maksud dan tujuan yayasan harus bersifat sosial, keagamaan, dan

kemanusiaan (lihat Pasal 3 ayat (2) UUY).

3. Maksud dan tujuan yayasan wajib dicantumkan dalam anggaran

dasar yayasan (Pasal 14 ayat (2) huruf b UUY).

Maksud dan tujuan yayasan tertentu, yaitu hal-hal yang sudah
ditentukan, sudah dibatasi, dan bersifat khusus untuk melakukan suatu
kegiatan. Jadi maksud dan tujuan yayasan tidak dapat bersifat umum.

Yayasan adalah kumpulan dari sejumlah orang yang terorganisasi
dan dilihat dari segi kegiatannya, lebih tampak sebagai lembaga sosial. Dari
sejak awal, sebuah yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau
untuk mencari keuntungan, akan tetapi tujuannya tidak lebih dari
membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain.

Keberadaan yayasan merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat,
yang menginginkan adanya wadah atau lembaga yang bersifat dan
bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Dengan adanya yayasan,
maka segala keinginan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, itu

536 Arie Kusumastuti Maria Suhardiati, op. cit, him. 16.



diwujudkan di dalam suatu lembaga yang diakui dan diterima
keberadaannya.”’

Keberadaan Yayasan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Yayasan, menimbulkan berbagai kontroversi sebab yayasan yang pada
dasarnya bertujuan untuk kepentingan masyarakat, seringkali justru
dijadikan wadah melakukan perbuatan melanggar hukum. Yayasan yang
demikian, umumnya telah menyimpang dari maksud dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam Anggaran Dasarnya. Usaha yang semula difokuskan pada
usaha yang bersifat sosial dan kemanusiaan itu dibelokkan arahnya
sehingga kepentingan individulah yang diprioritaskan. Selain itu, beberapa
yayasan melakukan usaha layaknya badan usaha yang bertujuan mengejar
keuntungan. Dengan mengejar keuntungan, Yayasan itu umumnya tidak
segan untuk melakukan tindakan melawan hukum dan bertentangan dengan
kepentingan umum.

Dengan bergesernya fungsi yayasan menjadi suatu badan usaha
mengakibatkan tujuan aslinya menjadi kabur, salah arah, dan hampir-
hampir tidak terkendali. Tampak disini yayasan digunakan untuk
menjalankan usaha bisnis dan komersial dengan segala aspek
manifestasinya.

Dengan ketiadaan peraturan yang jelas ini, maka semakin
berkembang dan bertumbuhanlah yayasan-yayasan di Indonesia dengan
cepat, pertumbuhan mana tidak diimbangi dengan pertumbuhan peraturan
dan pranata yang memadai bagi yayasan itu sendiri, sehingga masing-
masing pihak yang berkepentingan menafsirkan pengertian yayasan secara
sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka.

Dalam rangka menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar
yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan
prinsip keterbukaan dan akutabilitas kepada masyarakat, maka pada tanggal
6 Agustus 2001 disahkan Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001
yang mulai berlaku sejak tanggal 6 Agustus 2002 dan diubah dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, yang diundangkan pada tanggal 6
Oktober 2004 dan berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2005.

Pengundangan Undang-Undang Yayasan ini dimaksudkan untuk
menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman

37 Arie Kusumastuti dan Maria Suhardiadi, /bid, hlm. 1
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yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, sehingga dapat
mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka
mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Tujuan dari Undang-Undang ini, memberikan pemisahan antara
peran yayasan dan peran suatu badan usaha yang didirikan, dalam hal ini
yayasan sebagai pemegang saham dalam suatu badan usaha tersebut karena
adanya penyertaan modal maksimal 25% dari kekayaan yayasan, agar tidak
terjadi benturan kepentingan dan tumpang tindih kepentingan, terlebih bila
terjadi masalah yang timbul jika ada larangan terhadap organ yayasan.”"

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan jelas menegaskan
bahwa Yayasan harus bertujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Pada Pasal 3, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2001 memperkenankan yayasan untuk melakukan kegiatan usaha
ataupun mendirikan suatu badan usaha. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 16 tahun 2001 menyebutkan :

“Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian
maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut
serta dalam suatu badan usaha”.

Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 ketentuan pada Pasal
3 ini tidak diubah tetapi penjelasan pasal ini mempertegas bahwa yayasan
tidak dapat digunakan sebagai wadah usaha. Dengan perkataan lain
yayasan tidak dapat langsung melakukan kegiatan usaha, tetapi harus
melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain
dimana yayasan mengikut sertakan kekayaannya.

Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16  Tahun
2001 menyebutkan bahwa :

“Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan
maksud dan tujuan yayasan”.

Dari pasal diatas dapat disimpulkan bahwa yayasan harus
bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan, dimana yayasan boleh
melakukan kegiatan usaha asalkan laba yang diperoleh dari hasil usaha
tersebut dipergunakan dan diperuntukkan untuk tujuan sosial, keagamaan
dan kemanusiaan. Usaha yang memperoleh laba ini diperlukan agar

558 Chatamarrasjid Ais, Badan Hukum.... op cit, him. 8



yayasan tidak tergantung selamanya pada bantuan dan sumbangan pihak

lain.>

Kegiatan-kegiatan yang dimaksud terhadap Yayasan meliputi:

1.

Kegiatan sosial, antara lain:

a. Pendidikan formal dan non formal

b. Panti asuhan, panti jompo, panti wreda
¢. Rumah sakit, poliklinik dan laboratorium
d. Pembinaan olahraga

e. Penelitian di bidang ilmu pengetahuan

f. Studi banding

Kegiatan keagamaan, antara lain:

a. Mendirikan sarana ibadah

b. Mendirikan pondok pesantren

c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah
d. Meningkatkan pemahaman keagamaan

e. Melaksanakan syiar agama

f. Studi banding keagamaan

3. Kegiatan kemanusian,antara lain :

a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam

b. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang

c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan
gelandangan

d. Mendirikan dan menyelanggarakan rumah singgah dan rumah
duka

e. Memberikan perlindungan konsumen

f. Melestarikan lingkungan hidup

Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan badan

usaha (PT) dan atau ikut serta dalam badan usaha (PT) dengan ketentuan :

a.

b.

Penyertaan modal maksimal 25% dari aset yayasan

Kegiatan usaha (PT) yang didirikan yayasan sesuai dangan
maksud dan tujuan yayasan

hasil kegiatan usaha tidak boleh di bagikan kepada organ
yayasan

Organ yayasan tidak boleh merangkap sebagai direksi dan
komisaris pada badan usaha (PT) Yang di dirikan.

339 Chatamarrasjid Ais, /bid, hlm. 51
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e.  Yayasan tidak mengenal pewarisan terkait asetnya
f.  PNS Boleh ikut mendirikan yayasan
g¢.  Yayasan dapat di dirikan oleh satu orang saja
Adapun Isi dari Anggaran Dasar Yayasan adalah sebagai berikut:
a. Nama dan tempat kedudukan (tidak boleh sama)
Jangka waktu pendirian
Kekayaan awal (cara memperoleh dan pengunaannya)
Organ yayasan, pembina, pengurus, pengawas
Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian,
pembina, pengurus, pengawas
Hak dan kewajiban pembina, pengurus, pengawas.

o ao g

Tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan
Tahun buku (01 januari s/d 31 desember)
Perubahan anggaran dasar

Penggabungan dan pembubaran yayasan

5 G

—_—.

Penggunaan kekayaan yayasan sisa likuidasi dan penyaluran
kekayaan yayasan setelah bubar
1. Peraturan penutup
m. Identitas pendiri, pembina, pengurus,dan pengawas
Perubahan Anggaran Dasar dalam Yayasan diperbolehkan asal tidak
mengubah maksud dan tujuan. Perubahan tersebut harus berdasarkan
mufakat rapat pembina atau persetujuan 2/3 anggota Pembina. Untuk
perubahan nama dan kegiatan Yayasan harus didasarkan atas keputusan
MENHUKHAM, sementara untuk perubahan selain dua hal tersebut hanya
cukup memberikan surat pemberitahuan kepada MENHUKHAM atas
persetujuan kurator. Sebuah Yayasan juga tidak boleh membagikan hasil
usaha dan kekayaannya kepada Pembina dan pengurus.

C. Kepengurusan Yayasan
1. Pembina Yayasan

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 28 tahun
2004, yang dinamakan Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh
Undang-undang ini atau Anggaran Dasar. Sedang yang dapat diangkat
sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri
Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota
Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud
dan tujuan Yayasan. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan/atau tunjangan



oleh Yayasan. Masa jabatan Dewan Pembina tidak ditentukan lamanya.
Anggota Dewan Pembina tidak boleh merangkap menjadi anggota Dewan
Pengurus maupun Dewan Penasihat.

a.Kewenangan Pembina
Kewenangan Pembina menurut Pasal 28 ayat (2) meliputi:

1). keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;

2). pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota
Pengawas;

c). penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar
Yayasan;

d). pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;
dan

e). penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran
Yayasan.

Selain kewenangan tersebut, kewenangan lainnya adalah

1). Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Yayasan

2). Pembina berwenang untuk mengubah anggaran dasar yayasan

3).  Pembina bertanggung jawab melaksanakan rapat tahunan  yayasan

4).  Pembina berhak untuk memberhentikan Dewan Pengurus yayasan

5).  Pembina berhak untuk memberhentikan Dewan Penasihat yayasan

6).  Pembina berhak untuk menetapkan kebijakan umum yayasan

7). Pembina berhak melakukan pembagian tugas dan wewenang setiap
anggota Pengurus dengan berdasarkan Rapat Pembina.

b.Penggantian Anggota Pembina

Penggantian anggota Pembina juga dijelaskan dalam Pasal 28 ayat
(3) dan (4) sebagai berikut. Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak
lagi mempunyai Pembina, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota Pengurus dan anggota
Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina
dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
Keputusan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) sah
apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai korum kehadiran dan
korum keputusan untuk perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan
ketentuan dalam Undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar.
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c.Tugas Pembina

Sebagaimana yang diatur didalam Pasal 30 Pembina bertugas
untukmengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu)
tahun. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan evaluasi tentang
kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar
pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk
tahun yang akan datang.

2.Pengurus Yayasan

Peranan Pengurus amat dominan pada suatu organisasi. Pada
Yayasan Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan
Yayasan. Sebelum adanya Undang — Undang Nomor 16 Tahun 2001
berhubungan dengan Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2004, banyak
terjadi Pendiri merangkap sebagai Pengurus ataupun sebaliknya. Hal ini
mengakibatkan timbulnya kepentingan pribadi dari pengurus yayasan yang
tentu saja dapat merugikan yayasan dalam menjalankan kegiatanya. Peran
Pengurus dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 39. Dalam Pasal 31 ayat (3)
telah dijelaskan bahwa Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina
atau Pengawas. Sebaliknya juga dijelaskan di Pasal 29. Larangan
perangkapan jabatan dimaksud untuk meghindari kemungkinan tumpang
tindih kewenangan, tugas dan tanggung jawab antara Pembina, Pengurus,
dan Pengawas yang dapat merugikan kepentingan Yayasan atau pihak lain.

Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan
yayasan baik di dalam maupun di luar yayasan. Pengurus dapat menerima
gaji, upah atau honorarium dengan catatan bahwa pengurus Yayasan
tersebut bukan merupakan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan
Pendiri, Pembina dan Pengawas serta melaksanakan kepengurusan Yayasan
secara langsung dan penuh. Pengurus mempunyai tugas dan kewenangan
melaksanakan kepengurusan dan perwakilan yang harus dijalankan semata
— mata untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Adapun yang dapat
diangkat menjadi pengurus yayasan adalah orang perseorangan yang
mampu melakukan perbuatan hukum.

a.Syarat Pengurus Yayasan

Diatur dalam Pasal 31 ayat (2) maupun Pasal 40 ayat (3)
menghendaki agar pengangkatan anggota pengurus maupun pengawas,
syaratnya adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan



hukum. Namun bukan berarti semua orang dapat diangkat dengan
mempertimbangkan berbagai aspek, seperti aspek pendidikan dan
pengalaman,aspek kemampuan dan tanggung jawab, aspek menejerial dan
profesional.

Kemampuan atau keahlian mengurus Yayasan merupakan
persyaratan yang harus dimiliki oleh Pengurus dan Pengawas. Sebagai
puncak pimpinan, kualifikasi profesional ini menjadi persyaratan yang
tidak dapat ditawar.64 Pengurus harus mempunyai keahlian (duty of
skill) dan  pengetahuan (knowlarge) serta kehati — hatian (duty of
care) dengan derajat yang paling tinggi untuk mengelola suatu Yayasan.
Oleh karena itu setelah diangkat, anggota Pengurus sudah harus mampu
mengelola Yayasan dengan sebaik — baiknya.

b. Susunan Kepengurusan Yayasan

Susunan kepengurusan sebuah yayasan sendiri telah diatur didalam
Pasal 32 ayat 3 (UU No. 28 Tahun 2004), dalam pasal tersebut telah
disebutkan mengenai susunan kepengurusan sebuah yayasan yang minimal
ataupun sekurang-kurangnya terdiri dari:

a. seorang ketua;

b. seorang sekretaris; dan

c. seorang bendahara.

c. Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Pengurus Yayasan

Dalam Pasal 32 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2004 menjelaskan
bahwa Pengurus yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan
rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat
diangkat kembali setelah jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan 5
tahun dan ditentukan dalam anggaran dasar, dan tidak ditentukan untuk
berapa kali pengangkatan. Pengurus yang baru harus memberitahukan
kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia tentang pergantian
pengurus sebelumnya. Pengurus yayasan menerima pengangkatan
berdasarkan kepercayaan atau berdasarkan fiduciary duty

Selain itu didalam Pasal 32 ayat (3) dijelaskan bahwa apabila salah
seorang pengurus sebuah yayasan selama menjalankan tugasnya,
melakukan sebuah tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan,
maka berdasarkan keputusan rapat Pembina, Pengurus tersebut dapat
diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir. Pengangkatan,
pemberhentian, atau penggantian Pengurus yang tidak sesuai dengan
ketentuan anggaran dasar dapat dibatalkan oleh pengadilan, atas
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permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan kejaksaan yang
mewakili kepentingan umum Pasal 34.

Kemudian didalam proses penggantian seorang pengurus
yayasan, menurut Pasal 33 ayat (1) Dalam hal penggantian Pengurus
Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis
kepada Menteri dan kepada instansi terkait. Kemudian pada ayat (2)
bahwa pemberitahuan tersebut wajib disampaikan paling lambat 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus
Yayasan. Selain ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, hal lainnya
mengenai tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian
pengurus diatur dalam Anggaran Dasar yayasan tersebut Pasal 32 ayat (4)
UU No. 28 Tahun 2004.

d. Kewenangan dari Pengurus Yayasan
Kewenangan pengurus meliputi :
a. Melaksanakan kepengurusan yayasan
b. Mewakili yayasan, baik di dalam maupun di luar pengadilan
c. Mengangkat dan memberhentikan pelaksanaan kegiatan yayasan.
d. Bersama-sama dengan anggota pengawas mengangkat anggota pembina
jika yayasan tidak lagi mempunyai pembina
e. Mengajukan perpanjangan jangka waktu pendirian, jika yayasan
didirikan untuk jangka waktu tertentu
f. Menandatangani laporan tahunan bersama-sama dengan pengawas.
Mengusulkan kepada pembina tentang perlunya penggabungan
Bertindak selaku likuidator jika tidak ditunjuk likuidator.
Disini nampak bahwa pengurus mempunyai tugas dan kewenangan
yaitu melaksanakan kepengurusan dan mewakili yayasan. Kewenangan

SRS

para pengurus ini juga diatur di dalam Pasal 35 ayat UU No. 28 Tahun
2004 Pengurus yayasan mewakili yayasan baik didalam maupun di luar
pengadilan. Undang-Undang ini pun membedakan antara Pengurus dan
Pelaksana Kegiatan Yayasan. Jika Pengurus tidak menerima gaji, upah,
atau honorarium, maka terbuka kemungkinan pembayaran kontraprestasi
bagi pelaksana kegiatan Yayasan.

Selain mengatur mengenai kewenangan pengurus sebuah yayasan,
Undang- Undang juga mengatur mengenai ketidakwenangan pengurus
yayasan yang diatur dalam Pasal 36, 37 dan 38 UU No. 28 Tahun 2004.
Anggota Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan jika terjadi perkara
didepan pengadilan antara Yayasan dan anggota Pengurus yang



bersangkutan. Juga dalam hal terdapat kepentingan yang berbeda antara
anggota Pengurus dan kepentinga yayasan. Kewenangan Pengurus juga
dibatasi dalam hal — hal yang mengikat yayasan sebagai penjamin hutang,
pengalihan kekayaan Yayasan, atau pembebanan atas kekayaan Yayasan
untuk kepentingan pihak lain. Jika pengurus melakukan perbuatan hukum
untuk dan atas nama Yayasan, anggaran dasar dapat membatasi
kewenangan tersebut dengan menentukan bahwa untuk perbuatan hukum
tertentu diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pembina dan atau
Pengawas, misalnya untuk menjaminkan kekayaan Yayasan guna
membangun sekolah atau rumah sakit.

Undang-Undang Yayasan Pasal 39 ternyata juga membuka
kemungkinan Pengurus bertanggung jawab tidak terbatas atas kerugian
yang diderita oleh Yayasan. Jika kepailitan terjadi karena kesalahan
Pengurus, Pengurus dapat bertanggung jawab secara tanggung renteng,
kecuali Pengurus yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena
kesalahan atau kelalaiannya, pengurus yang dinyatakan bersalah oleh
Pengadilan dalam mengurus suatu Yayasan, selama 5 (lima) tahun sejak
tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat menjadi
Pengurus Yayasan manapun.

Pengurus hanya berhak dan berwenang bertindak atas nama dan
untuk kepentingan yayasan serta dalam batas-batas yang ditentukankan
dalam Undang-Undang Yayasan dan anggaran dasar yayasan. Setiap
tindakan yang dilakukan pengurus diluar kewenangan yang diberikan
tersebut tidak akan mengikat yayasan. Hal ini berarti, pengurus dalam
melakukan tugasnya haruslah bertanggung jawab mempergunakan
wewenang yang dimilikinya berdasarkan anggaran dasar yayasan, untuk
tujuan yang patut yang sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan yang
tertuang dalam anggaran dasar yayasan. Pengurus tidak boleh memperoleh
keuntungan untuk dirinya pribadi bila keuntungan tersebut diperoleh karena
kedudukannya sebagai pengurus pada yayasan itu.

e. Tugas Pengurus Yayasan

Dalam menjalankan tanggung jawab tugasnya seorang pengurus harus

berlandaskan pada prinsip:

1. Fiduciary duty adalah prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan
yang dipercaya oleh yayasan kepada pengurus.

2. Duty of skill and care adalah prinsip yang menunjuk kepada kemampuan
serta kehati — hatian tindakan Pengurus
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3. Statutory duty adalah prinsip yang berkaitan dengan kekuasaan dan
wewenang serta tanggung jawab Pengurus Yayasan.

Ketiga prinsip ini menuntut Pengurus untuk bertindak secara hati —
hati dan disertai dengan iktikad baik semata — semata untuk kepentingan
dan tujuan Yayasan. Berdasarkan fiduciary duty, pengurus dalam
melakukan tugasnya haruslah berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh
pembina/pendiri, jadi harus berbuat bonafide , untuk kepentingan yayasan
secara keseluruhan dan bukanlah untuk kepentingan pribadi organ Yayasan,
serta harus sesuai dengan tujuan dan maksud Yayasan. Kepatuhan dan
pengabdian kepada Yayasan, juga merupakan tugas dan kewajiban utama
dari seorang pengurus, Pengurus diwajibkan untuk menggunakan seluruh
kemampuan, pengaruhnya, dan menggunakan seluruh sumber daya yang
ada untuk memberikan nilai tambah ke Yayasan.

f. Tanggung Jawab Pengurus

Pengurus bertanggung jawab sepenuhnya atas kepengurusan
Yayasan, baik untuk kepentingan maupun tujuan Yayasan serta mewakili
Yayasan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan
azas persona standi in judicio. Pengurus bertanggung jawab secara pribadi
apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai
dengan anggaran dasar. Dengan demikian Pengurus harus mampu
menghindarkan Yayasan dari tindakan — tindakan ilegal, bertentangan
dengan peraturan dan kepentingan umum serta bertentangan dengan
kesepakatan yang dibuat dengan organ yayasan lain.

Pengurus dalam yayasan yang akta pendiriannya belum disahkan
menjadi badan hukum, apabila melakukan perbuatan hukum yang
dilakukannya atas nama yayasan sebelum yayasan memperoleh status
badan hukum menjadi tanggung jawab pengurus secara tanggung renteng,
hal ini disebabkan kerena belum disahkannya akat pendirian yayasan,
berarti ketentuan tentang tata cara pengangkatan pengurus yang diatur
didalam anggaran dasarnya belum sah.

Mengenai pertanggungjawaban pengurus terhadap kegiatan usaha
yayasan berkaitan erat dengan prinsip fiduciary relationship antara yayasan
dengan pengurus selaku organ yayasan oleh karena adanya perbuatan u/tra
vires yang mengakibatkan kerugian bagi yayasan atau pihak ketiga.
Kesalahan pengurus tersebut merupakan kesalahan langsung karena telah
menyebabkan kerugian maupun kesalahan karena ikut menyebabkan
kerugian. Untuk itu maka tanggung jawab kegiatan usaha yayasan sangat



penting dilakukan oleh setiap pengurus berdasarkan prinsip kehati-hatian
dan tanggung jawab. Pengelolaan kegiatan usaha yayasan berkaitan erat
dengan pengelolaan harta kekayaan yayasan, karena hasil kegiatan usaha
merupakan salah satu bentuk pendapatan yang menjadi harta kekayaan
yayasan.

Undang-Undang Yayasan Pasal 39 ternyata juga membuka
kemungkinan Pengurus bertanggung jawab tidak terbatas atas kerugian
yang diderita oleh Yayasan. Jika kepailitan terjadi karena kesalahan
Pengurus, Pengurus dapat bertanggung jawab secara tanggung renteng,
kecuali Pengurus yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena
kesalahan atau kelalaiannya, pengurus yang dinyatakan bersalah oleh
Pengadilan dalam mengurus suatu Yayasan, selama 5 (lima) tahun sejak
tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat menjadi
Pengurus Yayasan manapun.

Selain itu Pengurus juga tidak hanya bertanggung jawab terhadap
ketidak jujuran yang disengaja (dishonesty).Tetapi juga bertanggung jawab
secara hukum terhadap tindakan kesalahan manajemen, kelalaian,
kegagalan, atau tidak melakukan sesuatu yang penting bagi
yayasan/perseroan. Dengan demikian, pengurus bertanggung jawab penuh
atas pengurusan Yayasan.

3. Pengawas

Sesuai dengan Pasal 40 yang dimaksud dengan pengawas adalah
organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi
nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. Yayasan
memiliki Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Pengawas yang
wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya diatur dalam Anggaran Dasar.

a. Pengangkatan , penggantian, dan Pemberhentian Pengawas.

Yang dapat diangkat menjadi Pengawas adalah orang perseorangan
yang mampu melakukan perbuatan hukum. Pengawas Yayasan diangkat
dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat
Pembina. Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian
Pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas
permohonan yang berkepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan
pengangkatan, pemberhentian atau penggantian tersebut.

Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan
rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat

SISTEM BADAN HUKUM INDONESIA

o
)




SISTEM BADAN HUKUM INDONESIA

N
o
™

diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Ketentuan mengenai
susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian
Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar. Dalam hal terdapat penggantian
Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara
tertulis kepada Menteri dan kepada instansi terkait. Pemberitahuan tersebut
wajib disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan. Dalam hal
pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas dilakukan tidak
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang
berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili
kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan,
pemberhentian, dan penggantian Pengawas tersebut.

b.Kewenangan Pengawas

Sesuai dengan Pasal 43, kewenangan Pengawas adalah:

1. Pengawas berhak melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen,
keuangan, pembukuan yayasan. Oleh karena itu selayaknya ditunjuk
orang yang memiliki keahlian dan pengalaman yang berkaitan
dengan akuntansi, keuangan, sehingga dapat mengawasi pelaksanaan
tata kelola yayasan yang baik.

2. Pengawas berhak Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan
oleh Pengurus .

3. Pengawas dapat memberhentikan sementara anggota Pengurus dengan
menyebutkan alasannya.

4. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling
lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara,
wajib dilaporkan secara tertulis kepada Pembina.

c. Tanggung Jawab Pengawas

Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian
Pengawas dalam melakukan tugas pengawasan dan kekayaan Yayasan
tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap
anggota Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab atas
kerugian tersebut. Anggota Pengawas Yayasan yang dapat membuktikan
bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak
bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut. Setiap
anggota Pengawas yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan
Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, dan/atau
Negara berdasarkan putusan Pengadilan dalam jangka waktu paling lama 5



(lima) tahun sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap,
tidak dapat diangkat menjadi Pengawas Yayasan manapun.

D. Kekayaan Yayasan Menurut Undang- undang

Kekayaan yayasan yang dipisahkan tersebut merupakan modal
bagi usaha yayasan yang berasal dari modal para pendiri sebagai modal
awal dan modal dari donatur sebagai sumbangan-sumbangan.

Kekayaan yang dipisahkan merupakan konsekwensi yayasan
sebagai badan hukum, dimana kekayaan suatu badan hukum itu harus
dipisahkan dari kekayaan para pendirinya dan juga dari kekayaan organ
yayasan lainya. Jadi kekayaan yayasan bukan merupakan kekayaan bagi
pendiri yayasan dan juga bukan merupakan kekayaan organ yayasan.
Akibatnya para pendiri yayasan berikut organ yayasan tidak akan mendapat
manfaat apapun dari kekayaan yayasan dan hasil kekayaan dan kegiatan
usaha yayasan tersebut.

Kekayaan yayasan tersebut berdasarkan Pasal 5 UUY dilarang
dibagikan atau di alihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak
langsung kepada pembina, pengurus, pegawai, pengawas, karyawan atau
pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan. Dalam
pejelasan Pasal 5 UUY tidak diberikan penjelasan lebih lanjut terhadap
ketentuan tersebut. Hal ini menyebabkan timbulnya pertanyaan yaitu
apabila kekayaan yayasan tersebut diberikan kepada pihak yang tidak
mempunyai kepentingan terhadap yayasan. Maka dalam hal ini tidak ada
larangan dalam UUY. Artinya yayasan dapat saja memberikan
kekayaannya pada pihak lain sepanjang pihak lain itu tidak mempunyai
kepentingan tehadap yayasan.

1. Perolehan Kekayaan Yayasan

a. Sumbangan atau bantuan yang Tidak Mengikat

Yang dimaksud dengan ‘“sumbangan atau bantuan yang tidak
mengikat” menurut penjelasan Pasal 26 ayat (2) huruf a UUY adalah
sumbangan atau bantuan sukarela yang diterima yayasan, baik dari negara,
masyarakat, maupun dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam keadaan tertentu negara dapat memberikan bantuan kepada
yayasan (Pasal 27 ayat (1) UUY). Dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1)
disebutkan bahwa bantuan Negara untuk yayasan dilakukan sesuai dengan
jiwa ketentuan Pasal 34 UUD 1945. Ketentuan mengenai syarat dan tata
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cara mengenai pemberian bantuan Negara tersebut diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 27 ayat (2) UUY).

UUY tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “pemberian
yang tidak mengikat”, namun demikian maksud dari “pemberian yang tidak
mengikat” adalah suatu pemberian yang tidak menimbulkan hak dan/atau
kewajiban dalam bentuk apapun secara langsung maupun tidak langsung,
baik bagi pihak penerima maupun bagi pihak pemberi baik sebelum
maupun pada saat dan/atau sesudah pemberian dimaksud.

UUY juga tidak melarang adanya pemberian sumbangan atau
pemberian bantuan yang bersifat tetap yang biasa dilakukan oleh dan
donatur tetap. UUY tidak secara tegas mengatur dan memberikan batasan
tegas mengenai pihak pemberi bantuan tetapi dalam Pasal 27 ayat (2) huruf
b UUY disebutkan adanya kewajiban pengumuman di surat kabar harian
berbahasa Indonesia bagi pemberi bantuan dapat berupa negara, pihak luar
negeri (bantuan luar negeri) atau pihak lain dengan nilai tertentu.

Dengan demikian, pihak yang dapat dikategorikan sebagai pemberi

bantuan yaitu:

1. Negara Republik Indonesia;

2. Bantuan luar negeri, yaitu baik perorangan atau badan hukum atau
lembaga asing/luar negeri atau negara asing; atau

3. Bantuan pihak lain yaitu baik perorangan atau badan hukum atau
lembaga domestik sepanjang hal tersebut tidak bertentangan
dengan UUY dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal bantuan dari negara kepada yayasan, baik bantuan luar
negeri atau pihak lain yang nilainya mencapai lebih dari Rp.
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka iktisar laporan tahunannya
harus diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia dan harus
pula diaudit oleh Akuntan Publik. Dan hasil auditnya disampaikan kepada
pembina yayasan tersebut dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan
HAM, instansi terkait (Pasal 52 ayat (1, 2 huruf a, 3 dan 4) UUY).

Dalam hal yayasan mempunyai kekayaan yang berasal dari
kekayaan di luar harta wakaf yang nilainya mencakup lebih dari Rp.
20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), maka iktisar laporan
tahunannya harus diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa
Indonesia dan diaudit oleh Akuntan Publik, dan hasil auditnya disampaikan
kepada pembina yayasan tersebut dan tebusannya kepada Meteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia serta instansi terkait (Pasal 52 ayat (1, 2 huruf' b, 3
dan 4 UUY). Adapun bentuk-bentuk iktisar laporan tahunan tersebut di atas



disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku (Pasal 52
ayat 5 UUY).

UUY juga tidak menentukan jenis sumbangan atau bantuan. Pada
umumnya jenis sumbangan atau bantuan yang dapat diberikan adalah
berupa benda bergerak baik berupa uang atau barang-barang bergerak
lainya, seperti obat-obatan, bahan pangan, peralatan jasa atau produksi,
buku-buku pelajaran, buku-buku agama, peralatan sekolah, dan
sebagainya.

Meskipun tidak diatur, maka mengingat yayasan merupakan
lembaga idiil (philantrofic) dan tidak dapat secara langsung melakukan
usaha, ada baiknya agar sumbangan tersebut merupakan benda-benda baik
bergerak maupun tidak bergrak yang dapat dimiliki dan bersifat produktif,
sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi kekayaan yayasan, sepanjang
tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban
umum atau tidak sedang dijaminkan dan bebas dari segala sitaan dan/atau
sengketa.”® Pemberian sumbangan atau bantuan tersebut harus
memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemberian dan
penyerahannya.

b. Wakaf

Salah satu dari 5 (lima) rukun Islam adalah zakat. Zakat ini dapat
digunakan untuk menolong orang miskin, membangun mesjid, dan
sebagainya. Disamping itu, Islam juga mengenal lembaga Wakaf yang
identik dengan yayasan.

Pengertian wakaf menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah
No. 28 Tahun 1977 adalah “Suatu perbuatan hukum seseorang atau badan
hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa
tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk
kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya”.

Ada perbedaan nuansa dengan pengertian wakaf yang dicantumkan
dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yang tidak secara khusus
menyebutkan harta kekayaan yang berupa tanah. “Wakaf adalah perbuatan
hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang
memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk

30 Ari Kusumastuti Maria Suhardiadi, Op.cit, hlm.47.
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selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya
sesuai dengan ajaran Islam”.

Dibandingkan dengan pengertian yayasan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001, maka terlihat perbedaanya yang
nyata adalah bahwa Yayasan tidak membatasi diri pada tujuan keagamaan,
tetapi suatu tujuan yang lebih luas, yaitu tujuan sosial dan kemanusiaan.
Menurut Chatamarrasjid Ais, sebenarnya dalam tujuan sosial dan
kemanusiaan, sudah termasuk tujuan keagamaan. Pencantuman tujuan
keagamaan merupakan suatu penegasan.

Pada wakaf didapati unsur-unsur seperti yang ada pada yayasan,
seprti: >'

1. Adanya harta kekayaan yang dipisahkan dari pemiliknya semula.

2. Mempunyai tujuan tertentu, baik tujuan yang bersifat keagamaan,
maupun sosial dan keanusiaan.

3. Mempunyai organisasi untuk menyelenggarakan lembaga yang
didirikan.

Bahwa wakaf merupakan harta yang dipisahkan atau dikeluarkan
dari kepemilikan subjek hukum orang yang menyerahkan wakaf, maka
demikian pula dengan yayasan. Hal ini terlihat dengan jelas dari ketentuan
dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001:
Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan
dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial,
keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Tidak disangsikan lagi bahwa wakaf mempunyai tujuan keagamaan
dan yayasan mengatakan hal yang sama, sebagaimana dikutip pada Pasal 1
ayat (1) UUY No. 16 Tahun 2001 di atas. Baik wakaf maupun yayasan
mempunyai organisasi untuk menjalankan wakaf dan yayasan itu.
Penyelenggaraan wakaf dijalankan oleh Mutawalli atau Nadzir. Pada
yayasan organnya seperti dinyatakan dalam Pasal 2 UUY terdiri dari
Pembina, pengurus dan pengawas.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, rukun wakaf ada 4 (empat) yaitu
melakukan tindakan hukum.’® Harta yang diwakafkan atau maugquf bih
sebagai objek perbuatan hukum.

38! Chatamarrasjid Ais, op. cit, hlm. 157.



1. Tujuan wakaf atau yang berhak menerima wakaf, yang disebut
mauquf alaih.
2. Pernyataan wakaf dan wakif yang disebut sighat atau ikrar wakaf.
Dalam UUY RI terdapat beberapa pasal yang menyebutkan perihal
wakaf. Pasal-pasal yang menyebutkan wakaf itu adalah: Pasal 15
ayat (3) UUY:
Dalam hal kekayaan yayasan berasal dari wakaf, kata wakaf dapat
ditambahkan setelah kata Yayasan.
Pasal 26 ayat (1, 2, 3, dan 4)
Kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam
bentuk uang atau barang.
Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan yayasan

dapat diperoleh dari:
1. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
2. Wakaf;
3. Hibah;
4. Hibah wasiat; dan
5. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar

yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal kekayaan yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku

ketentuan hukum perwakafan.

Kekayaan yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)

dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

Pasal 52 ayat (2) UUY:

Ikhtisar laporan keuangan yang merupakan bagian dari iktisar laporan
tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan dalam
surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi yayasan yang:

1. Memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak
lain sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih
dalam 1 (satu) tahun buku; atau

2. Mempunyai kekayaan diluar harta wakaf sebesar Rp
20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih.
Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (3) di atas yang

menyatakan bahwa untuk harta wakaf berlaku ketentuan hukum

%62 Uswatu Hasanah, Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, him., 37. Dan dikutip
oleh Chatamarrasjid Ais. /bid, hlm, 158.
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perwakafan, berarti harta wakaf tidak termasuk harta pailit. Hal ini
disebabkan harta wakaf merupakan harta atau benda diluar perdagangan
yang tidak dapat dijadikan objek agunan dan oleh karena itu tidak dapat
disita atau dieksekusi.

Islam mengenal lembaga wakaf yang identik dengan yayasan. Ada
2 (dua) jenis wakaf’® yaitu wakaf di jalan Allah (wakaf chairy) dan wakaf
kepada keluarga atau orang-orang tertentu (wakaf ahly). Mewakaafkan
ialah suatu perbuatan hukum, dimana tanah atau barang dikeluarkan dari
peredaran perniagaan dengan ketentuan bahwa pemakaian atau hasil dari
benda tersebut akan digunakan untuk orang-orang tertentu atau untuk suatu
tujuan yang telah ditetapkan.

Perbedaan antara wakaf ahly dan wakaf chairy hanyalah terletak
pada pemanfatannya. Wakaf ahly , pemanfaatanya hanya sebatas pada
keluarga wakif, yakni anak-anak mereka dalam tingkat pertama dan
keturunan mereka secara turun temurun sampai anggota keluarga tersebut
meninggal semuanya. Sesudah itu, hasil wakaf dapat dimanfaatkan orang
lain, seperti janda, anak yatim piatu atau orang-orang miskin. Dilihat dari
beralihnya pemanfaatan wakaf dari keturunan wakif kepada orang yang
bukan keturunan wakif, tampak bahwa pemilikan harta tersebut memang
kembali kepada Allah dan tidak kepada ahli waris wakif. Oleh karena itu,
lembaga ini banyak mendapat dukungan dari ulama fiqih®**

Agar suatu wakaf sah, harus dipenuhi 4 (empat) syarat yaitu®® Orang
yang mewakafkan harus orang yang sepenuhnya berhak untuk menguasai
benda yang akan diwakafkan. Pemilik benda yang belum akil-balig, gila,
atau kekuasaan bertindaknya dibatasi, tidak dapat mewakafkan dengan sah.

1. Benda yang diwakafkan, baik berupa tanah atau barang harus
diuraikan dengan teliti. Lagi pula benda itu dalam pemakaiannya
tidak lekas rusak atau habis.

2. Orang-orang yang akan menikmati wakaf itu harus disebut dengan
jelas dan harus berkuasa untuk menikmati benda itu. Dengan
demikian, wakaf tidak dapat diberikan untuk kepentingan orang-
orang yang tidak beragama.

3. Rumusan yang dipergunakan dalam menyatakan kehendak oleh
orang yang mewakafkan harus terang tujuannya.

563.Chatamarrasjid Ais, Ibid, hlm. 159.
3 Uswatun Hasanah, Op.cit, him. 47.
%65 Ali Ridho, Op cit. him, 126-128.



Dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang

Perwakafan, dinyatakan antara lain bahwa wakaf itu adalah perbuatan
hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan suatu harta
kekayaan berupa hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya
bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan
ajaran agama Islam, sedangkan fungsinya ialah mengekalkan manfaat
benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.
Menurut ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah di atas, (orang atau badan
hukum yang mewakafkan tanah miiliknya) harus mengikrarkan (pernyataan
kehendaknya) secara jelas dan tegas kepada Nadzir (kelompok orang atau
badan hukum yang diserahi tugas dan pemeliharaannya dan pengurusan
benda wakaf) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (pejabat yang
diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama) dan kemudian
menuangkannya dalam bentuk Akta lkrar Wakaf, dengan disaksikan
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. Selanjutnya, tanah yang
diwakifkan harus didaftarkan atas nama Nadzir, sesuai dengan ketentuann
yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, atas
permohonan Pejabat Pembuat Akta lkrar Tanah kepada bupati/walikota
kepala daerah tingkat II.

Yurisprudensi Indonesia memberikan kedudukan yang sama
kepada wakaf dan yayasan. Hal ini terlihat dalam Putusan Mahkamah
Agung yang menyatakan Yayasan Sukapura dan Wakaf Sukapura adalah
wakaf atau badan hukum untuk mengurus tanah sawah yang diwakatkan
pada zaman dahulu. Bahwa pengertian wakaf ialah perbuatan hukum itu
sendiri, dengan perbuatan mana suatu barang/barang-barang telah
dikeluarkan/diambil dari keadaan/kegunaannya dalam lalu lintas
masyarakat semula, guna kepentingan seseorang/orang-orang tertentu atau
guna sesuatu  maksud/tujuan yang telah ditentukan. Dalam
pertimbangannya Mahkamah Agung (Hakim Ketua R. Subekti, Z. Asikin
Kusumah Atmaja, dan Indroharto, sebagai hakim-hakim anggota)
menyetujui keberatan penggugat dalam kasasi karena memang menurut
anggaran dasarnya tergugat IV mewakili Yayasan Keluarga Sukapura,
maka seharusnya gugatan ditujukan terhadap tergugat IV. Akan tetapi,
dalam sidang Pengadilan Negeri tanggal 28 November 1967 penggugat-
penggugat asli menolak/tidak mengakui tergugat IV sebagai yang mewakili
yayasan (Putusan Mahkamah Agung No. 152 K/Sip/1969, tanggal 26
November 1969).
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Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 476 K/Sip/1975 dinyatakan
bahwa perubahan wakaf Al Is Af menjadi Yayasan Al Is Af dapat saja
dilakukan, karena dalam hal tersebut tujuan dan maksudnya tetap, yaitu
untuk membantu keluarga keturunan almarhum Almuhsin bin Abubakar
Alatas.>*

Menarik untuk diperhatikan bahwa UUY memperkenankan
yayasan untuk melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian
maksud dan tujuannya denngan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut
serta dalam suatu badan usaha. Badan usaha tersebut kegiatannya sesuai
dengan maksud dan tujuan yayasan. Penyertaan yayasan dalam suatu badan
usaha yang prospektif tidak boleh melebihi 25% (dua puluh lima persen)
dari seluruh nilai kekayaan yayasan.

Bahwa wakaf juga dapat melakukan kegiatan usaha dan mendirikan
badan usaha dapat dilihat dari hubungan wakaf dengan perekonomian
Mesir™®’

1. Pihak pengelola wakaf menitipkan hasil harta wakaf chairy di bank
sehingga dapat berkembang.

2. Untuk membantu perekonomian masyarakat, Departemen
(Perwakafan) berpartisipasi dalam mendirikan bank-bank Islam.

3. Departemen Perwakafan melakukan syirkah dengan ad-Delta li
Assukari (semacam pabrik gula), Perseroan Rumah Sakit Islam,
perseroan yang bergerak dalam pelestarian hewan, bank
perumahan, bank Mesir untuk perumahan dan bangunan, Perseroan
Isma’iliyah yang bergerak di bidang perikanan, dan lain-lain.

4. Departemen Perwakafan memanfaatkan tanah-tanah yang kosong
untuk dikelola secara produktif, yakni mendirikan lembaga-
lembaga perekonomian yang bekerja sama dengan perusahaan besi
dan baja.

5. Untuk menyempurnakan pengembangan wakaf, Departemen
Perwakafan membeli saham dan obligasi dari perusahaan-
perusahaan penting.

Baik wakaf maupun yayasan dapat melakukan kegiatan usaha
dengan mendirikan suatu badan usaha, ataupun ikut serta sebagai peserta
pada suatu perusahaan.

%66 Ghidir Ali, Op. Cit, hlm, 92.
7 Uswatun Hasanah,Op.cit., him. 95-96.



Baik yayasan maupun wakaf membuka peluang bagi organ-organ
lembaga untuk melakukan penyimpangan dari tujuan semula, yaitu
memanfaatkan lembaga atau organisasi bagi kepentingan/keuntungan
pribadi organ-organnya dan bukan bagi kepentingan umum. Perihal
yayasan melakukan penyimpangan kiranya sudah cukup dikenal di

Indonesia, hal yang sama juga terjadi dengan wakaf. Begitu banyak
masalah yang timbul mengenai wakaf ini, sehingga di Mesir pernah

568.

diusulkan agar wakaf dihapuskan dengan alasan™":

1.

Banyaknya orang yang hidup bersenang-senang dengan tanah
wakaf yang jumlahnya mencapai 1/8 (satu perdelapan) dari seluruh
tanah pertanian di Mesir. Disamping itu, tanah wakaf yang berupa
tanah pertanian tidak dikelola secara produktif.

Banyaknya wakaf ahly yang menimbulkan banyaknya
pengangguran. Orang-orang yang merasa berhak atas manfaat harta
wakaf berpendapat bahwa mereka tidak perlu bekerja lagi sehingga
mereka terjerumus dalam kehidupan yang pasif dan hanya
bersandar pada hasil wakaf. Hal ini jelas membawa kerusakan
dibidang sosial dan ekonomi sehingga dapat merugikan Negara.
Ada sebagian Nadzir yang menyelewengkan harta wakaf. Dengan
demikian, orang-orang yang berhak menerima manfaat hasil wakaf
sering dirugikan.

Pertentangan diantara para nadzir yang terus-menerus, kekacauan
pelaksanaan wakaf, dan perbedaan pendapat diantara para penegak
hukum juga menyebabkan lemahnya lembaga wakaf ini.
Berpindahnya harta wakaf dari 1 (satu) keturunan ke keturunan
yang jumlah orangnya makin banyak yang menyebabkan bagian
yang diterima masing-masing generasi semakin kecil. Yang
menjadi masalah, pada umumnya para mustahiq (penerima wakaf)
tidak bekerja dan hidupnya dibiayai dengan hasil wakaf yang
jumlahnya terbatas, tanpa ada usaha untuk mengembangkan hasil
wakaf yang mereka terima.

Harta wakaf yang ada itu tidak terpelihara sebagaimana mestinya.
Baik mustahiq maupun nadzir-nya kurang memiliki tanggung
jawab untuk melestarikan harta wakaf tersebut.

Kemungkinan terjadinya penyimpangan dari tujuan semula ataupun

penyalahgunaan lembaga wakaf dan yayasan, mendesak perlunya ada suatu

568 Ali Ridho, Ibid, him. 82-84.
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Komisi Pengawas yang bersifat eksternal dan pengawasan internal di dalam
kedua lembaga itu.”® Pelaksanaan perwakafan di Indonesia bukanlah tanpa
permasalahan. Kenyataan bahwa tiap mazhab berbeda memberikan
pengertian tentang wakaf sehingga membawa akibat hukum yang berbeda
antara mazhab yang satu dan mazhab yang lainnya. Misalnya, mengenai
status harta wakaf. Sebagian ulama berpendapat bahwa harta yang
diwakatkan lepas dari pemilikan wakif dan berubah statusnya menjadi
milik Allah swt atau menjadi milik umum. Pendapat yang terakhir ini yang
dianut perundang-undangan di Indonesia® Masalah lain yang dihadapi
adalah adanya anggapan dari sebagian masyarakat bahwa apabila
perwakafan tanah milik telah dilakukan menurut ketentuan hukum Islam,
berarti telah sah dan tidak perlu ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini tentu saja
tidak menjamin terlaksananya tujuan wakaf karena belum dilindungi oleh
hukum positif yang berlaku. Hal ini banyak menimbulkan sengketa setelah
wakif meninggal dunia’”

Selanjutnya dapat pula dikemukakan bahwa pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan belum terlaksana
secara maksimal karena beberapa faktor. Pertama, materi atau isi peraturan
perundang-undangan dengan peraturan pelaksanannya yang kurang jelas
telah menimbulkan banyak penafsiran. Kedua, beban para pelaksana dan
penegak peraturan terlalu berat dan tidak adanya biaya pengurusan tanah
wakaf. Ketiga, tidak mudahnya masyarakat menerima suatu peraturan yang
baru sehingga tidak bersungguh-sungguh mengubah tata cara perwakafan

yang lama®”?

c. Hibah

Hibah adalah pemberian (berasal dari bahasa Arab). Hibah
merupakan persetujuan si penghibah semasa hidupnya yang tidak dapat
ditarik kembali untuk menyerahkan suatu benda untuk keperluan
penerimaan hibah (Pasal 1666 KUHPedata). Pemberi hibah dan penerima

%9 Chatamarrasjid Ais, Op.cit, him. 164.

370 Ismail Usman, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perwakafan Pada Lembaga-Lembaga Keagamaan di
DKI, Jakarta, hlm. 235.

S Mawardi, Tinjauan tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
No 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik di Kota Surabaya, hlm. 89.

2 Suyudi, Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik di

Kecamatan Kartasurya Kabupaten Sukoharjo, hlm. 81-82.



hibah adalah “orang-orang” yang masih hidup dan hanya mengenai benda-
benda yang sudah ada

Meskipun tidak diatur, perolehan harta kekayaan yayasan yang bersumber
dari hibah sebaiknya adalah benda yang berupa:

1. Benda begerak yang dapat dimiliki, yang tidak habis/musnah
karena pemakaian (bersifat tahan lama), contohnya kendaraan
bermotor, mesin-mesin dan peralatan, peralatan kedokteran
dan/atau rumah sakit.

2. Benda tidak bergerak yang dapat dimiliki, misalnya tanah dan/atau
bangunan; yang bersifat produktif, artinya yang dapat memberikan
nilai tambah bagi kekayaan yayasan, dan tidak bertentangan
dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, tidak
sedang dijaminkan dan bebas dari segala sitaan dan/atau sengketa.
Pemberian hibah tersebut harus memperhatikan ketentuan-

ketentuan mengenai tata cara pemberian dan penyerahannya. Misalnya
hibah tanah hak, perolehannya harus dilakukan dengan pendaftaran sesuai
dengan peraturan pertanahan yang berlaku.

d. Hibah Wasiat

Hibah wasiat yang di dalam bahasa Belanda disebut legaat atau
dalam bahasa Inggeris disebut /egacy, merupakan pemberian yang
dituliskan atau diucapkan sebagai wasiat, sebagai kehendak terakhir si
pemberi hibah wasiat dan berlaku setelah meninggalnya si pemberi wasiat
(si meninggal).

Hibah wasiat menurut sistem hukum waris perdata barat adalah
suatu alas hak atau titel untuk peralihan hak. Dengan demikian agar hibah
wasiat berupa benda yang hanya boleh dimiliki oleh subjek hukum tertentu
dapat diterima oleh yayasan, maka yayasan tesebut harus merupakan badan
hukum yang oleh undang-undang adalah memiliki wewenang untuk
menerima peralihan hak tersebut. Apabila yayasan yang memperoleh hibah
wasiat berupa benda yang oleh peraturan perundang-undangan tidak dapat
dimiliki oleh yayasan, maka dianggap bahwa yayasan telah menolak hibah
wasiat tersebut.

Pemberian “hibah wasiat” (legaat) menurut penjelasan Pasal 26
ayat (2) huruf d UUY adalah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan
hukum waris.

Sistem hukum kewarisan yang dikenal di Indonesia adalah:
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1. Sistem hukum kewarisan barat berdasarkan Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata dalam hal si pewaris menganut hukum kewarisan
barat.

2. Sistem hukum kewarisan Islam berdasarkan Al-Qur’an dan
beberapa hadits serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam
hal si pewaris menganut sistem hukum kewarisan Islam dan.

3. Sistem hukum kewarisan adat berdasarkan hukum adat yang
berlaku bagi masing-masing pewaris yang menganut hukum adat
tertentu dan tidak menggunakan sistem hukum barat dan sistem
hukum islam.

Dengan redaksional demikian maka UUY menganut paham bahwa
hibah wasiat yang berlaku adalah hibah wasiat yang sesuai dengan hukum
waris yang berlaku dan yang dipakai oleh si pewaris/si pemberi hibah

wasiat.””?

e. Perolehan Lain

Perolehan lain” menurut penjelasan Pasal 26 ayat (2) huruf e UUY
misalnya adalah dividen, bunga tabungan bank, sewa gedung, atau
perolehan dari hasil usaha yayasan.

Adanya dividen sebagai perolehan lain yang disebutkan dalam
UUY sebagai bagian kekayaan yayasan menunjukkan bahwa yayasan
diperkenankan untuk mendirikan dan/atau ikut serta (memiliki penyertaan)
pada perusahaan lain berbentuk perseroan terbatas dalam batas-batas yang
ditentukan dalam UUY tersebut.

Kemungkinan adanya perolehan yang berasal dari dividen tersebut
adalah berkaitan dengan dimungkinkannya yayasan mendirikan dan/atau
ikut serta dalam suatu badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud
dan tujuan yayasan.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat
(1) UUY, pendirian badan usaha dan/atau keikutsertaan yayasan dalam
suatu badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan
yayasan adalah dalam rangka untuk menunjang pencapaian maksud dan
tujuan berdirinya yayasan.

2.Jenis Kekayaan Yayasan
UUY banyak mengatur mengenai kekayaan yayasan namun tidak
ada satupun ketentuan dalam UUY yang membatasi jenis-jenis kekayaan

57 Ibid, him. 50.



yang dapat dimiliki oleh yayasan. Hal ini berarti bahwa tidak ada larangan
bagi yayasan untuk mempunyai kekayaan dalam berbagai jenis. Dengan
demikian, yayasan dapat mempunyai kekayaan yang berbentuk benda
bergerak maupun tidak bergerak, atau kekayaan berupa benda-benda
sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Perdata Indonesia.

Namun demikian, mengingat bahwa yayasan bertujuan untuk
memperoleh manfaat yang tidak bersifat komersial melainkan bersifat
sosial, maka akan timbul pertanyaan, apakah yayasan tetap dapat
mempunyai kekayaan yang sifatya sangat rentan terhdap nilai atau harga
dari barang tersebut, misalnya pasar modal, produk-produk pasar uang,
komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka?

Ketidakadaan pembatasan jenis kekayaan yang dperkenankan
untuk dimiliki yayasan berarti tidak dapat secara tuntas menyelesaikan
permasalahan dalam hal bagaimana melindungi nilai kekayaa yayasan yang
hakikatnya bersifat sosial tersebut, sehingga disarankan agar UUY
disesuaikan dengan memberikan pegaturan yang tegas untuk melindungi
kekayaan yayasan dengan memberikan pembatasan mengenai jeis-jenis
kekayaan yang dapat dimiliki oleh suatu yayasan.
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Asas hukum : Pikiran-pikiran dasar yang ada di dalam dan di
belakang aturan hukum; (ratio legis) dari
peraturan hukum. Nilai-nilai yang melandasi
norma-norma hukum.

Akuisisi : Perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan

(pengambilalihan) hukum atau orang perseorangan untuk
mengambil alih baik seluruh ataupun sebagian
besar  saham  perseroan  yang  dapat
menyebabkan beralihnya pengendalian terhadap
perseroan tersebut.

Badan Hukum . Segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan
kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh
hukum diakui sebagai pendukung hak dan

kewajiban.
Badan Hukum : Badan hukum yang didirikan berdasarkan
Publik hukum publik atau yang menyangkut

kepentingan publik atau orang banyak atau
negara pada umumnya.

Badan Hukum : Badan hukum yang didirikan berdasarkan

Privat hukum sipil atau perdata yang menyangkut
kepentingan pribadi orang di dalam badan
hukum itu.

Badan Usaha Milik : Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar

Negara modalnya dimiliki oleh negara melalui

penyertaan secara langsung yang berasal dari
kekayaan yang dipisahkan.

Kebebasan :  Kebebasan membuat, menentukan bentuk, isi

berkontrak perjanjian apa saja asalkan isinya tidak
bertentangan dengan kepatutan, undang-
undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Koperasi : badan hukum yang didirikan oleh orang
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Konsolidasi

Merger
(Penggabungan)

Perseroan Terbatas

Privatisasi

Profitisasi

RUPS

perserorangan atau badan hukum Koperasi
dengan pemisahan kekayaan para anggotanya
sebagai modal untuk menjalankan usaha yang
memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di
bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai
dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh dua
perseroan atau lebih untuk meleburkan diri
dengan cara membentuk satu perseroan baru
dan masing-masing perseroan yang meleburkan
diri menjadi bubar

Pengabungan dari dua perusahaan atau lebih
dengan cara tetap mempertahankan berdirinya
salah satu perusahaan dan melikuidasi
perusahaan — perusahaan lainnya

Badan hukum yang didirikan berdasarkan
perjanjian, dimana memiliki tujuan untuk
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar
yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam
dasar hukum mengenai Perseroan itu sendiri .
suatu tindakan aktif berupa penyerahan kontrol
efektif dari sebuah perseroan kepada
profesional dan swasta yang lazimnya harus
disertai dengan transfer mayoritas saham
BUMN  dimaksud kepada pihak non-
pemerintah atau swasta.

pembenahan kinerja keuangan, untuk itu perlu
dilakukan kajian ulang terhadap cash flow
perseroan, komponen-komponen yang
menimbulkan biaya, khususnya komponen
biaya-biaya harga pokok penjualan, fax
management, aset-aset produktif dan tidak
produktif serta hal lainnya.

Suatu organ perseroan yang memegang
kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan
memegang segala wewenang yang bersifat
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Restrukturisasi

Yayasan

Pembina

Pengurus

Pengawas

residual,

upaya yang dilakukan dalam rangka
penyehatan BUMN yang merupakan salah satu
langkah strategis untuk memperbaiki kondisi
internal perusahaan guna memperbaiki kinerja
dan meningkatkan nilai perusahaan

Badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang
dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai
tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan,
dan kemanusiaan, yang tidak mempunyi
anggota”.

Organ Yayasan yang mempunyai kewenangan
yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau
Pengawas oleh Undang-undang ini atau
Anggaran Dasar.

Organ  Yayasan  yang  melaksanakan
kepengurusan Yayasan.

organ Yayasan yang bertugas melakukan
pengawasan serta memberi nasihat kepada
Pengurus dalam  menjalankan  kegiatan
Yayasan.



A

ADB :  Bank Pembangunan Asia

AFTA . ASEAN Free Trade Area

AML . Anti Monopoly Law

APBN . Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

APEC . Asia Pacific Economic Cooperation

APT . Asia Pacific Telecomunity

AS . Amerika Serikat

ASEAN CCCP  : Asean Coordinating Committee on Consumer

Protection

B

BW . Burgerlijk Wetboek

BH :  Badan Hukum

BUMN Badan Usaha Milik Negara

BKPM Badan Koordinasi Penanaman Modal

C

Ccv Commanditaire Vennotschap

D

Depkominfo . Departemen Komunikasi & Informasi

DKI :  Daerah Khusus Ibukota

DPR :  Dewan Perwakilan Rakyat

DSL . Digital Subscriber Line

Fa Firma §
:

G

GBHN . Garis-Garis Besar Haluan Negara g
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HAM

I

ICA
ILO
IKOPIN

J
Jo

K

KEPRES
KEPMEN
KPRS

KUD

KUT

KUH Dagang
KUH Perdata
KUHPidana

KMK-UKM
KUR

L
LSM
LPSM

MAI
MPR

PT

PP
PUAP

Hak Asasi Manusia

International Cooperative Alliance
International Organization Labour
Institut Koperasi Indonesia

Juncto

Keputusan Presiden

Keputusan Menteri

Kredit Pemilikan Rumah Sederhana
Koperasi Unit Desa

Kredit Usaha Tani

Kitab Undang-undang Hukum Dagang
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kredit Modal Kerja Usaha Kecil dan Menengah
Kredit Usaha Rakyat

Lembaga Sosial Masyarakat
Lembaga apengembangan Swadaya Masyarakat

Maskapai Andil Indonesia
Majelis Permusyawaratan Rakyat

Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah
Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan



PPAT
PN
Persero
PMDN
PMA

R
REPELITA
RI

RPIM
RPJM

RPJMN

RPJP
RUPS
RUPSLB
RUU

U

UUPT
uuy

UMKM-K
[9]8)
UuuD45

WvK

Petugas Pembuat Akta Tanah
Perusahaan Negara

Perusahaan Perseroan
Penanaman Modal Dalam Negeri
Penanaman Modal Asing

Rencana Pembangunan Lima Tahun
Republik Indonesia
Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah
Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional

Rencana Jangka Menengah Panjang

Rapat umum Pemegang Saham
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Rancangan Undang Undang

Undang-undang Perseroan Terbatas
Undang-undang Yayasan

Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi
Undang-undang
Undang Undang Dasar 45

Wetboek van Koophandel
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